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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
Nomor : W1.U16/7/SK/APM/02/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

[

PENGADILAN NEGERI KUTACANE

KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020, Tanggal 23 November 2020
Tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan
Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, Nomor Urut 167 a.n
PITRIADI, S.H, M.H Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
dan Nomor Urut 297 a.n AGUNG IRIAWAN, S.H, M.H Sebagai
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
12/SEK/ Kp.I/SK/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Tentang
Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya a.n HEFNI XONERY, S.E dan
ISNAWATI, S.E

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
179/SEK/ CPNS.04.1/SK/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020
Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Mahkamah Agung RI a.n NOLA DESI PUTRI, S.H dan YONA
PERUNA, A.MD

Bahwa Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan Peradilan Umum di perlukan dukungan segenap
jajaran Pengadilan Negeri Kutacane untuk Mewujudkan Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani;

Bahwa  Pelaksanaan tersebut perlu Membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kutacane;
Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kutacane.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009,

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Ut

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 11 Juli
2011 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kutacane;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,;

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -
2014;

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/

WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

(@)}

12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 485-

I/Sek/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal
Penunjukan Pengadilan sebagai unit Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KUTACANE.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane,
Tanggal 5 Januari 2021 Nomor: W1.U16/2/SK/APM/1/2021
Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kutacane;

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri
Kutacane yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, Tim
Sekretariat, Kelompok Kerja Area, dan Tim Survei yang 'susunan
namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I;

Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab, Ketua Tim, Tim
Sekretariat, Kelompok Kerja Area, dan Tim Survei sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II;

Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
pada area kerja masing-masing maupun survei secara berkala
dengan sebaik-baiknya;



Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

ADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021
ETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE




Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
Nomor :W1.U16/7/SK/APM/02/2021

Tanggal: 5 Februari 2021

NO. Byl NAMA JABATAN
Pembina Pembangunan Pitriadi, S.H, M.H Ketua

TIM SEKRETARIAT

1. Ketua Pembangunan | Agung Iriawan, S.H, M.H Wakil Ketua

2. Kordinator Teknikal Samsul Bahri, S.H Panitera

3. g%gg%%;l Roby Saputra, S.Kom Sekretaris

KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)

1.

Ketua

M. Arief Kurniawan, S.H, M.H

Hakim

2.

Anggota

H. Hamidin Desky, S.H

Kasubbag Perencanaan,
TI & Pelaporan

KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)

1. Ketua Taruna Prisando, S.H Hakim
. Kasubbag Umum &
2. Anggota Ediyanwar, S.E Keuangan
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ( AREA III)
1. Ketua Imam B, S.H Hakim
. o e Kasubbag Kepegawaian,

2. Anggota l;a}g;)r;d Hakimsyah Ginting, Organisasi &

' Tatalaksana
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)
1. Ketua Syah Putra Sibagariang, S.H Hakim
2. Anggota H. Sahlan, S.H Panitera Muda Pidana

KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)

1.

Ketua

Rahmanto Attahyat, S.H

Hakim

2.

Anggota

Suhardin, S.H

Panitera Muda Perdata

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA Vi)

1. Ketua Quinta Lestari, S.H Hakim

2. Anggota Sabarudin Panitera Muda Hukum
TIM SURVEI

1. Ketua Yusti Cinianus Radjah, S.H Wakil Ketua

2. Sekretaris M. Arief Kurniawan, S.H, M.H | Hakim

3. Anggota Imam B, S.H Hakim

4. Anggota Taruna Prisando, S.H Hakim

S. Anggota Syah Putra Sibagariang, S.H Hakim

6. Anggota Rahmanto Attahyat, S.H Hakim

7. Anggota Quinta Lestari, S.H Hakim




Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
Nomor :W1.U16/7/SK/APM/02/2021
Tanggal : 5 Februari 2021

1.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB,
KETUA TIM, TIM SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA, DAN TIM SURVEI
PENGADILAN NEGERI KUTACANE

Pembina Pembangunan bertugas

Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan
Pengadilan Negeri Kutacane. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan
Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kutacane.

. Ketua Pembangunan bertugas:

Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan
yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan
Negeri Kutacane. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona
Integritas kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane.

. Tim Sekretariat bertugas :

Membantu tugas-tugas Penanggung Jawab dan Ketua Tim Melakukan koordinasi
dengan Kelompok Kerja Area I s/d VI dan Tim Survei serta menerima bukti-bukti
{evidence) dari masing-masing kelompok kerja dan Tim Survei dalam bentuk
softcopy dan hardcopy guna dokumentasi dan arsip Melakukan monitoring dan
evaluasi bersama-sama dengan Tim Survei dalam pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kutacane Melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan kerjanya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Negeri
Kutacane.

.- Kelompok Kerja bertugas :

Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area kerja
masing-masing di lingkungan Pengadilan Negeri Kutacane. Membangun dan
mengumpulkan bukti-bukti (evidence) pada area kerja masing-masing dalam
bentuk softcopy dan hardcopy dan menyerahkan kepada Tim Sekretariat.

. Tim Survei bertugas

Melakukan survey kepada masyarakat secara Periodik, Mengidentifikasi dan
memahami keluhan maupun saran masyarakat, Tim Survei bertanggung jawab
untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai survey,
Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan Membuat laporan hasil
survey dan melaporkannya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Negeri
Kutacane.

ADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021
ETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE




